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BAB III 

                                                         PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:   

1. Peran Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang 

meliputi: Upaya pre-emtif yaitu dengan melakukan pembinaan-pembinaan 

kepada masyarakat, peningkatan pendidikan masyarakat, bina mitra dengan 

masyarakat, khususnya tentang kejahatan perdagangan orang, dan 

peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-

luasnya. Selain itu polda DIY menggunakan Upaya preventif yaitu dengan 

melakukan sosialisasi dimasyarakat seperti mengajak masyarakat untuk 

bekerja sama saling melindungi disekitar lingkungan mereka; mengajak 

masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya kejahatan 

perdagangan orang agar segera melapor kepada pihak yang berwenang;

mengedarkan brosur (himbauan) keseluruh lapisan masyarakat yang isinya 

mengajak agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh orang-orang mengatas 

namakan instansi tertentu untuk menawarkan pekerjaan dan dalam brosur 

Polda DIY juga memaparkan dampar-dampak dari trafficking. Hal ini agar 

dapat menekan tingginya angka tindak pidana perdagangan orang yang 

59



60
 

 
 

terjadi setiap waktu. Dengan adanya upaya pre-emtif dan preventive, upaya 

kepolisian DIY dilengkapi dengan Upaya represif yaitu dengan melalui 

penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang 

kemudian diputuskan oleh hakim. 

2. Kendala yang di hadapi oleh Polda DIY Dalam Menanggulangi Tindak 

pidana Perdagangan Orang adalah : 

a. Masih ada masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungannya 

dengan tidak saling memperhatikan, menjaga, memberikan laporan 

kepada kepolisian tentang keadaan sekitarnya sehingga mempersulit 

kinerja pihak polda DIY dalam penanganan kejahatan perdagangan 

orang. 

b. Dalam proses penyidikan mengenai identitas tersangka yang bertempat 

tinggal diluar kota akan memakan waktu yang sangat lama bila 

tersangkanya melakukan upaya jaminan karena di satu sisi pihak 

kepolisian di kejar oleh target waktu penyelidikan yang harus di 

selesaikan dalam tenggang waktu sebulan sampai dua bulan. 

c. Sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung untuk mempermudah 

pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan perdagangan orang. 

d. Sumber daya manusia, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah polisi. 

Kurangnya pengetahuan, keahlian, kemauan, kemampuan dan kurang 
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menguasai teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh 

terhadap penanganan kasus kejahatan perdagangan orang. 

e. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan faktor ekonomi yang 

kurang mampu sehingga banyak orang yang melakukan kegiatan jual-

beli manusia. 

f. Polda DIY  mengalami kesulitan dalam memperoleh laporan. 

g. Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, koordinasi dan 

kerjasama antar penegak hukum mempunyai peran yang sangat 

menentukan keberhasilan tugas terutama dalam menegakkan hukum dan 

keadilan serta melindungi sekaligus menyelesaikan masalah yang 

dihadapi korban perdagangan orang, dari perspektif hukum koordinasi 

ini tidak hanya terbatas pada sesama penegak hukum melainkan juga 

dengan instansi lain.  

B. SARAN 

1. Masyarakat agar lebih menyadari akan bahaya dari tindak pidana 

perdagangan orang. Masyarakat dalam hal ini lebih koorporatif, bekerja 

sama hendaknya dapat membantu memberikan informasi tentang adanya 

tindak pidana perdagangan anak disekitar lingkungannya kepada pihak 

kepolisian. 
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2. Bagi polisi kiranya dapat lebih bekerjasama dengan masyarakat supaya 

informasi dari masyarakat mengenai pelaku tindak pidana perdagangan 

orang yang disampaikan dapat diterima dengan baik. 

3. Setiap  penegakan hukum sebaiknya dalam proses penyelesaiannya lebih di 

perhatikan dan dikaji serta ada pembenahan lagi untuk mencari penyebab 

utama terjadinya tindak pidana tersebut agar diselesaikan supaya tidak 

terjadi / terulang lagi tindak pidana yang sama. 
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